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Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bonceng Dalam 

Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dna Di Jalan Raya 

(Hendrianto Ud,jari) 

 
Abstrak 

 
Tujuan dalam penelitian ini dipergunakan untu k inenganalisis dan 

menemukan urgensi seria konsep melindungi anak secara hukum yang  di 

bonceng dalam menggunakan transport asi kendaraan bermotor rcda dua di jalan 

raya. Penelitian ini menggunakan metcde cara dengan meneliti secara normative 

melaui pendekat an aturan, perbandingan, konsep dan filosofi. Anak adalah 

anugrah yang dipercayakan Allah kepada orang tua, masyarakat dan negara untu k 

di jaga tuinbuh keinbangnya baik secara fisik maupun psikologis. Anak 

diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki etika dan 

berbudi luhur sehingga bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Belum adanya aturan 

yang dapat melindungi secara hu kum terhadap anak yang di bonceng dengan 

mernakai kendaraan sepeda motor di jalan merupakan problernatika hu kum yang 

disebabkan adanya kekosongan hu kuin yang terjadi pada Aturan berlalu lintas 

dan angkutan. Ketidakpedulian atau ketidakpahaman oleh orang tua/masyarakat 

akan adanya risiko bahaya yang akan terjadi terhadap anak saat di bonceng 

dengan menggunakan trasnportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan 

menjadikan anak sebagai korban. Melihat urgensi perlunya perlindungan hukum 

terhadap anak yang dibonceng dalam transportasi kendaraan bermotor  roda dua di 

jalan raya akan memberikan sebuah konsep hu kum yang rnelahirkan aturan yang 

jelas dan yang dapat mengatur secara pasti tentang perlindungan hu kum terhadap 

anak yang dibonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan berinotor rcda 

dna di jalan raya. Adanya aturan tersebut akan memberikan kepastian, keadilan 

dan kemanfaatan akan keselamatan jiwa anak yang harus di lindungi baik 

masyarakat dan orang tua maupun pemerintahan negara. 

 
Kata Kunci : pengamanan hu ku in terhadap anak, kendaraan sepeda motor. 



 

 

 

 

 

 

 
 

A. Pendahuluan 

Transportasi kendaraan  sepeda  motor  menjadi  begitu  popular  bagi 

masyarakat di Indonesia, salah satu  yang  menjadi  alasan  masyarakat  lebih 

mernilih kendaraan berinotor roda dua dikarenakan bisa menghindari kernacetan serta   

harga  yang  lebih  terjangkau   dari  pada  kendaraan   bermotor  roda  empat. ‘ 

Melihat data Per kumpulan lndustri Kendaraan Sepeda Motor, statistik distribusi 

domest ik kendaraan bermotor roda dua per juni 2020 mencapai 1.67.992 unit, 

penjualan kendaraan bermotor naik inencapai 7 (tujuh) kali  lipat  dari bulan  Mei 

2020 yang hanya meinbu ku kan 2.1 .85 I unit.' Karena meningkatnya ju inlah 

kendaraan bermotor seinakin tinggi pula angka kecelakaan kendaraan bermotor. 

Dalam Aturan Undang No.22 Th.’09 mengenai Jalan Raya dan Angkutan 

Jalan Ps. 105 menyatakan tata terbib keselamatan berkendara, Pasal 106 tentang 

syarat berkendara dan kelengkapan, Pasal 310 tentang pidana akibat kelalaian dan 

dalam K U HPidana Pasal 359 ancaman pidana karena  korban  lu ka  atau 

meninggal. Aturan yang telah ada tersebut tidak secara jelas mengatur  tentang 

tata cara orang tua/masyarakat inembawa/membonceng anak dibawah usia 1.2 

(dua belas) tahun dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. 

Perbandingan penelitian pertama anak yang jadi saksi  untu k  memperoleh 

hak demi kepentingan dan penghargaan yang terbaik untu k inendapat kan 

perlindungan jaminan bukan saja dari aturan Nomor 1.1 Thn‘12 dalam sistem 

pengadilan  anak  yang  dipidana  tetapi  juga  mendapat  perlindungan  atas  undang 

N oinor l3 Th.' 06 bagaimana melindungi anak sebagai kor ban dan saksi .’ 

Perbandingan Penelitian Kedua lebih menekankan perlindungannya 

tentang anak dalam U ndang-Undang No. 23 Th.’ 02 Ps. 68 yang belu m maksimal 

sehingga anak harus di lindungi oleh Pemerintah dan masyarakat untuk tujuan 

mengawasi, melindungi, inencegah, me rawat dan merehabilitasi. Bagi set iap 

 
' Htt ps://Www.l00kpj.C‹›m/M‹›t‹›news/50h4-Naik-M‹›t‹›r-Boncenit-A nak-D i- Baw ah- 

Umur-Akan-Didenda-Rp3-Juta, thak ses 1.2 No›'enaber 2()2(), Pk.l 8.35 

'Https://Clt‹›nJ‹›ti1.Teiiip‹›.Cu/Re ad/13723*J7/Penjtialan-Mut‹x -Mei in kak-Naik- 7-Ka1i- 

Lipat-Per-Jtini-*(J2() , Di Ak ses 13 N‹›venaber 2()2(), Pk.l 2.()5 

' \Y’iu ’ik Alitah, Aiiok Yuii‹l Diliii‹liii gi .Se Isa goi .Ask.‹i Daluni Pe r‹i‹lil‹iii Aiiuk You z 
Di]›i‹luuu, Jtirnal I hich H tik nut A plinths 2() 14, V‹›l. l (), N‹›. 2(). 
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siapapun di larang untu k membiarkan, menempatkan, melaku kan, inenuru h untu k 

melakukan dan ikut melakukan culik, jual atau pedagangan seperti di maksud.‘ 

Perbandingan Penelitian ketiga lebih inenekankan anak  di  bawah  u mur 

yang jadi korban untuk jadi artis dan tidak di sadari sebagai orang tua yang 

seharusnya melindungi anak dengan memberikan segala sesuatu untu k tu mbu h 

kembang akan  baik  secara  fisik  mau pun  psikologis.  Indonesia  memiliki  aturan 

hu ku in yang jelas tentang larangan anak terlibat dalam pekerjaan hu ku in  dan 

aturan yang ada sudah  inelarang  keterlibatan  anak  namun  inasih  banyak  anak 

yang dikerjakan jadi artis walau tidak inainpu. Aturan tentang hak  anak  belum 

teratur dalam aplikasinya, aturan hak anak belum ada kesesuaian dalam tindakan 

sehari-hari, aparat yang menjalankan hukum dan  rnasyarakat  sulit  untuk 

menerapkan karena tidak paham dan  tidak  peduli  serta  kurang  pengertian  orang 

tua atas pendidikan dan keperluan anak' 

Sedangkan penelitian ini lebih inenitikberatkan pada anak yang dilindungi 

secara hu kum saat di bonceng menggunakan trans}x›rtasi kendaraan bermotor 

roda dua di jalan raya yang belum secara jelas di atur dalam Peraturan 

perndangan N inr. 22 Th.’09 mengenai Lalu Lintas Jalan Ps. I  (5e)  saat 

dilakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan sepeda motor di jalan setiap orang 

yang mengendarai sepeda motor yang di duga ineinbonceng anak dibawah usia 

1.2 (dua belas) tahun wajib menunjukkan Kl A (Kartu lde  as Anak). Ps 310(4): 

Setiap orang yang karena sengaja atau  lal  membnnceng  anak  di bawah  usia  12 

(dna  belas)  tahun  dengan  menggunakan  kendaraan  bermotor   roda   dna   di   jalan 

raya di kenakan hukuinan dipenjara atau di denda. 

Terkait anak yang dilindungi secara hu kum yang di bonceng dengan 

menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di  jalan  raya  yang  belum 

ada aturannya dalam UULAJ di Indonesia menunjukkan  bahwa  masih  ada 

kekosongan hukum yang terjadi. Kekosongan hu ku m adalah sebagian 

‘  M. T.  Ak b‹u . Aiiuk  ›‹iii3 ‹1i liii‹hui g i  hukum  skillet ‹li j›rr‹lu gun$    ii  Pa ‹lv  Pa.su 1.  6 S 

Aturoii N‹ 23 Tahun 2t1t12Te1itn1i g Aunk 5 rimg âil iliâulig i. Agustus 2(I 1 2. Vol ume  h. No. 

16. Di ukses 14 November 2(J2(), Pk. 15.SP 

S. Hid:iyat Ahiii:id.M Perlindungan H ukum Anak sebagai Korban d iadikan 

Artis. Syari fuddin H.,Ahmad. 
M inabar Keadil an J tirnal I him Huktn A Aust us 2() 17 
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problematika hu ku m untu k dipakai menjadi bahan dalam inengadakan penelitian 

hukum. Oleh sebab itu pada penelitian ini memberikan pemahaman  tentang  urgensi 

dan konsep aturan terkait perlindungan hukum terhadap  anak  yang  di  bonceng 

dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor rr›da dua  di  jalan  raya. 

Dengan memahami akan urgensi dan  konsep  tersebut  diharapkan  mampu 

memberikan su mbangan pemikiran kepada  yang  membuat  aturan  undang-undang 

yait u Dewan Perwakilan Rakyat agar kedepanny ada aturan hu ku m yang dapat 

melindungi keselamatan anak dalam transportasi kendaraan bermotor  roda  dua  di 

jalan raya. 

Berdasar permasalahan di atas, dapat dikemu kakan adan ya persoalan yang 

terjadi, antara lain: 

( 1 ) Urgensi anak yang di lindungi huku in saat di bonceng menggunakan 

transportasi  kendaraan  bermotor  roda dua di jalan  raya 

(2) Konsep anak yang di lindungi hukum saat di bonceng menggunakan 

transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya 

 

B. Metode PeneliDan 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan 

metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, perbandingan, 

perbandingan filosofi. 

 

C. Hasil Yang Diteliti dan Dibahas 

1. U nsi Anak yang dilindungi pada transportasi kendaraan bermotor roda 

dna di jalan raya. 

Peraturan Undang No. 22 Th.’ 09 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan, penegakan huku m mengenai lalu lintas merupakan wewenang dari 

Kepolisaian. Manfaat dan tugas dari kepolisian untu k memberikan perlindungan, 

keamanan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum kepada mas yarakat. 

Ketidakseimbangan antara jalan dengan tingginya jumlah kendaraan sepeda 

motor maupun kendaraan lain, sehingga semakin tingginya jumlah pelanggaran 

yang berakibat buru k bagi masyarakat. Untuk inenekan jumlah pelanggaran yang 
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terjadi di jalan dibutuhkan aturan atau kaidah yang dapat inengurangi jumlah 

pelanggaran. Dengan adanya aturan atau kaidah hukum setidaknya dapat 

meininimalkan pelanggaran hu ku m termasuk anak yang harus di lindungi saat 

dibonceng  dengan  kendaraan  sepeda   motor   yang   nanti   akan   tertuang   dalam 

U ULAJ. 

Berdasarkan data Badan Statistik  prt  Thn’1S  angka  keberadaan  sepeda 

motor sejumlah I 20.10 I .047 unit sedangkan  panjang  jalan  menurut  permu kaan 

aspal 329.926 KM, bu kan aspal 2 I 2.384 KM, setiap tahun ju inlah kendaraan 

berinotor  roda  dua  semakin  meningkat  sehingga  menyebabkan   kendaraan 

berinotor roda dua  tercatat  sebagai  prosentase  yang  paling  banyak  dalam 

kecelakaan jalan raya yang jumlahnya 35980 kecelakaan pada  tiga  bulan  ke  dua 

tahun 2019, lebih kecil dari yang sebelumnya pada tiga bulan pertama tahun 2019, 

36.358 kecelakaan, yang menjadi korban kecel akaan adalah anak di bawah u mur.’ 

Sebanyak I 1,68°/c korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kendaraan 

berinotor roda dua adalah berusia 0-14 tahun.’ 

Kebiasaan membawa/meinbonceng anak ketika mengendarai kendaraan 

berrnotor roda dua di jalan raya banyak di teinui dan sebagian besar masyarakat 

telah menganggap kalau hal itu hal yang biasa dan bisa dilakukan walapupun 

mungkin masyarakat telah men get ahui akibat yang akan terjadi. Perilaku 

masyarakat seperti tidak menghirau kan segi keselamatan jiwa anak waktu 

berkendara dengan kendaraan bermotor rcda dua. Kebiasaan yang sering terlihat di 

jalan raya diinana orang tua/masyarakat membaca/membonceng anak di pnsisi 

depan, berdiri, dan bahkan ada yang membawa/membnnceng beberapa anak 

sekaligus dalam satu kendaraan berinotor roda dua tanpa inernpedulikan dan 

mengabaikan keselamatan jiwa anak. Kebiasaan buru k ini terus terjadi tanpa 

adanya regulasi yang jelas. Bagi kebanyakan masyarakat  telah menjadi  hal  yang 

lu mrah dan seperti menutu p mata dan tidak peduli akan akibat buruk apabila 

menghadapinya. Seinentara yang di bawa ialah anaknya sendiri ujar Y usri dalam 
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Koinpas, 23 J uni’ 19, penjelasan Yusri sudah sangat banyak kecelakaan jalan raya 

yang berakibat celaka dari pengendara kendaraan sepeda motor  yang  menyangkut 

anak kecil.' Pemerintah seolah tidak inelihat dampak buru k dari  adanya 

kecenderungan  orang  tua/masyarakat  yang  membonceng  anak  dengan 

menggunakan transportasi kendaraan  berrnotor  roda  dua  di  jalan  raya.  Tidak 

adanya  aturan  membuat  masyarakat  tidak  menyadari  akan  kekeliruan   yang  di 

laku kan sehingga pola pikir masyarakat tidak mengalami perubahan. 

Saat anak ditaruh di posisi depan dengan berdiri, dudu k akan membuat 

anak sebagai tameng atas angina tau hal buruk yang dapat terjadi yang 

mengakibatkan anak akan terjatu h waktu mengalami kecelakaan. Menempatkan 

anak dibawah umur di sadel depan/belakang tentunya tidak diperbolehkan dalam 

segi keselamatan lalu lintas jalan raya untuk kendaraan bermotor roda dua. Apabila 

terjadi kecelakaan, menempatkan anak di posisi depan/belakang adalah bentu k 

kelalaian yang tidak dapat ditoleransi. 

Dalam keselamatan berkendara, kendaraan bermotor roda dua hanya boleh 

dipakai untuk orang dua, seperti yang ada pada Pasal 106 ayat (9) Undang-U ndang 

Jalan Raya dan Angkutan “Bagi pengemudi kendaraan sepeda motor yang tidak 

memiliki kereta di larang inembonceng lebih dari satu orang, tetapi  kenyataannya 

begitu banyak orang tua/ masyarakat yang tetap tidak mengindahkan regulasi  yang 

telah ada dengan inengabaikan risiko bahaya yang dapat terjadi. Kebiasaan yang 

dilakukan tanpa adanya regulasi secara terus terjadi di tengah masyarakat dan  di 

anggap sebagai kebiasaan  yang  inembudaya.  Petugas  yang  ber wenangpun  dalam 

hal ini kepolisian tidak dapat menindak bila menjuinpai  ada  pengendara  bermotor 

roda dua yang membonceng anak, oleh sebab belu m memiliki dasar  huku m  yang 

akan di pergunakan dalam melakukan penindakan. 

Pada aturan jalan raya dan angkutan  jalan  belum  jelas  di  tulis  tentang 

berapa usia dari anak  yang dapat  digonceng  dengan  kendaraan  bermotor  roda dua  

di jalan raya. Pasal 8 I ayat 2a  U ULAJ  hanya  mengatur  tentang  batasan  usia  yang 

di perbolehkan untu k mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan berinotor. 



 

 

 

 

 

 

Perlu di tumbu hkan kesadaran hu ku m akan ad an ya dampak yang berakibat fatal 

jika orang tua/masyarakat masih terus melakukan kebiasaan buruk membonceng 

anak dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor rcda dua di jalan raya, 

yang apabila terjadi kecelakaan akan mengakibatkan, luka ringan, luka berat 

bahkan sampai merenggut nyawa. 

Untuk menghindari hal tersebut maka sudah seharusnya di perlukan 

regulasi aturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya bahaya yang 

akan menimpa anak dalam penggunaan trasnportasi kendaraan bermotor roda dua 

sehingga orang tua/masyarakat dapat menyadari akan adanya bahaya saat 

meinbonceng anak dengan memakai sepeda motor di jalan umu in. 

2. Konsep Hkm utk melindungi anak yang di bonceng memakai transportasi 

kendaraan bermotor roda dna plan raya 

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang di 

bonceng dalam transportasi jalan raya dengan menggunakan kendaraan bermotor 

roda dua, konsep norma yang di kemu kakan dalam penelitian ini bertujuan untu k 

menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 

negara guna inencapai ketertiban, kemanfaatan, perlindungan dan keadilan bagi 

anak sehingga dapat menjainin keselamatan anak atas karunia yang di berikan 

Allah sebagai generasi penerus bangsa. 

IN ntuk menjainin adanya perlindungan hu kum terhadap anak yang 

dibonceng dalam tranponasi kendaraan berinotor roda dua di jalan raya perlu 

menambahkan at uran pada Pasal 310 U U LAJ dalam Bab XX Ketentuan Pidana 

tentang sanksi “Bagi mereka yang sengaja atau lalai  membnnceng  anak  usia 

dibawah dua belas tahun dalam transportasi  kendaraan  sepeda  motor di jalan  raya 

di ancam hu kuinan penjara dan atau ganti rugi” 

IN ntuk menemukan konsep aturan huku m terkait  mernbonceng  anak 

dengan transportasi kendaraan sepeda motor di jalan sebagai per wujudan untu k 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya 

menggunakan konsep ROCC lPl yang disusun oleh Robert.S A. Sidman dan N. 
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Abyese. ROC ClPl inengidentifikasikan tuju h faktor yang menyebabkan 

tiinbulnya hal yangierkait keberadaan aturan undang-undang. Tujuh hal tersebut 

di klasifikasikan dua kelompok yaitu subyekt if dan obyektif. Faktor subyektif 

tentang kepentingan dan ideology sedangkan obyektif tentang aturan, opputunit y, 

kapasitas, komunikasi dan proses."' 

Metode ROCC lPl oleh Robert Sidman menjelaskan tentang: 

( I ) Aturan yang dibuat harus  secara  terang  dan  tidak  menimbulkan 

banyak tafsiran; 

(2) npput tunit v aturan tidak boleh ada celah untuk tidak di taati; 

(3) Kapasitas aturan lebih memperhatikan keadaan kemampuan untu k 

menjadi su byek aturan; 

(4) Komunikasi aturan harus jelas disampaikan dengan disosialisasi kan, 

agar khalayak dapat mengetahui dan inematuhi; 

(5) Keuntungan aturan dapat memberikan manfaat, yang dapat di rasakan 

baik oleh pembuat peraturan ataupun  masyarakat  sebagai  su byek 

aturan; 

(6) Prose.t,aturan yang didasarkan atas untuk  mendorong  su paya 

masyarakat taat aturan undang- undang; 

(7) Ideolo pt, aturan memiliki nilai yang dapat diikuti oleh mas yarakat, 

dengan mental sikap, pemahaman dan pandangan tentang agama. 

Konsep ROCC lPl didasarkan pada perbandingan negara lain, bacaan iliniah 

dan gagasan sendiri, sehingga pendekatan yang dilakukan juga menggunakan 

pendekatan historic maupun perbandingan. Terkait dgn  perlindungan  hokum  atas 

anak yang di txinceng dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dalam 

transportasi jalan  raya,  aturan  atau  norma  “Setiap  orang  dilarang  membonceng 

anak dalam transporiasi kendaraan sepeda motor di jalan raya” Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode ROCCl Pl sebagai acuan 

konsep hukum untuk membangun kerangka hukum perlindungan hukum terhadap 



 

 

 

 

 

 

anak yang di bonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor di jalan 

umum. 

Secara umum aturan atau norma pada apa yang di teliti dengan memakai 

konsep ROCClPl dapat dilihat, antara lain: 

( I ) Dari sisi rule, dilarang membonceng anak menggunakan sepeda motor 

jelas tidak akan menimbulkan rnultit afsir, karena sudah memastikan 

definisi anak yang dimaksudkan dan juga definisi sepeda motor sudah 

jelas ada pada kI kILLAJ. 

(2) Dari sisi opportunity, karena  menyangkut  pelanggaran  maka  tidak 

boleh ada peluang untu k tidak meinatu hi aturan yang berlaku . 

(3) Dari sisi ‹oyo‹ try, aturan akan memberikan peluang bagi orang 

tua/masyarakat untuk rnampu berpikir dan menyadari akan pentingnya 

keselamatan jiwa anak; 

(4) Dari sisi ‹ ‹›mmuni‹o tion, aturan pelarangan inembonceng anak 

menggunakan sepeda motor dapat lebih mudah di patu hi jika telah di 

sosialisasikan terlebih dahulu sebelum aturan tersebut diberlakukan; 

(S) Dari sisi intrre.st, aturan pelarangan memtx›nceng anak menggunakan 

sepeda motor akan memberikan manfaat bagi  orang  tua,  masyarakat, 

dan negara demi tercapainya tujuan tercapainya tujuan agar dapat 

melindungi anak secara huku m dengan aturan ttLAJ ; 

(6) Dari sisi yrr›‹ r.ts, aturan pelarangan membonceng anak menggunakan 

sepeda motor akan meningkatkan kesadaran yang di  laku kan  secara 

terus menerus melalui sosialisasi kepada orang tua/masyarakat akan 

pentingnya menjaga keselamatan anak dengan tidak dibonceng 

menggunakan sepeda motor. 

(7) Dari sisi  ideolo pv,  pelarangan  membonceng  anak  menggunakan 

sepeda motor sesuai dgn nilai yg ada di  dalam  Pancasila  pada  Sila 

kedua “Manusia yang adil dan beradab” sbg pandangan hidu p dan 

landasan hu ku m bangsa Indonesia, dalam hal ini di titik beratkan pada 

keberadaan anak. 
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Penemuan norma dalam penelitian ini  merupakan  sebuah  temuan 

hukum yang sesuai dengan nilai ideology bangsa Indonesia 

Dengan menggunakan metode ROC ClPl akan dapat di bangun kerangka 

berpikir untuk di pergunakan sebagai konsep perlindungan hukum terhadap anak 

yang di bonceng dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua 

di jalan raya. 

Konsep aturan terkait  perlindungan  hu kuin  terhadap  anak  dalam 

transportasi jalan  raya  dapat  dimasu kkan  dalam  undang-undang  tentang 

transportasi dengan diatur secara khusus terhadap beberapa pasal undang-undang 

transportasi yang nantin ya akan memberikan perlindungan hu ku m, tidak  hanya 

secara umum atau terhadap orang dewasa tetapi juga inampu  memberikan 

perlindungan hu ku m terhadap anak. Hal ini bertujuan agar anak sebagai generasi 

penerus bangsa dapat melanjutkan tongkat estafet  generasi  sebelu mn ya dan  tidak 

lagi menjadi korban sia-sia atas kecerobohan dari orang tua/masyarakat dan orang- 

orang disekitar anak tersebut. 

Guna melindungi anak secara hokuin yg di bonceng dalam transportasi 

kendaraan sepeda motor di jalan raya yang di usulkan  dalam  konsep  aturan  agar 

dapat dimasukkan pada U ULLAJ  yang  berlaku  di  Indonesia.  Konsep  aturan 

tersebut “Setiap orang dilarang inembonceng anak menggunakan kendaraan sepeda 

motor di jalan ra ”, aturan yang ada  harus  memuat  batasan  usia  anak  yang 

dibonceng dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dna di jalan raya. 

Aturan pelarangan ini memiliki arah hu kum guna  mencapai  rasa  adil, 

manfaat dan pasti terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk  anak. Aturan  hukum 

atas pelarangan bagi setiap orang yang membonceng anak dengan menggunakan 

transportasi sepeda motor di  jalan  uinoin  di  harapkan  mainpu  memberikan  tujuan 

hu kurn yang menghasilkan keteraturan dan keteri iban serta keselamatan jiwa 

masyarakat sebagai pengguna  kendaraan  bermotor  roda  dua  di  jalan  raya 

khususnya keselamatan jiwa anak. 

 
D. Penutup 



 

 

 

 

 

 

1. IN rgensi perlindungan hu ku in terhadap anak yang di bonceng dalam 

transporiasi kendaraan sepeda motor dalam  U U LAJ  harus  dapat 

melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus  di  lindungi 

baik secara fisik maupun psikologis oleh pemerintah maupun orang 

tua/masyarakat,  dengan  demikian  anak  dapat   terpenuhi   hak-haknya 

secara konstitusi. Orang t ua/masyarakat harus  di  berikan  kesadaran 

terhadap kebiasaan buru k ber kendara dengan membonceng anak 

menggunakan transportasi kendaraan sepeda motor di jalan raya yang 

tentunya akan memiliki risiko atas keselamatan jiwa anak saat terjadi 

kecelakaan. 

2. Konsep perlindungan huku terhadap anak yang di bonceng dengan 

menggunakan trasnportasi kend n bermotor roda dna di jalan raya di 

wujudkan melalui Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan dengan 

menambahkan day Peraturan Nomor 22 Tahun  2009 tentang  Aturan 

Jalan Raya pada Pasal 106 Ayat 5 (e) Pada saat diadakan pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan bermotor yang di duga membonceng anak dibawah usia 1 2 

(dua belas) ten wajib menunjukkan KlA (Kartu  ldentitas Anak). Pasal 

310 Ayat 4: Setiap orang yang dean sengaja atau lalai  inembonceng 

anak umur 1 2 dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan 

raya di kenakan hokuman pidana pwnjara dan atau dends. 
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